
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ...... ,. 

NOMOR 13 TAHUN ~00d-­

TENT ANG 

RETRIBtJSI IZIN PE.NYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA . 

Mt;nimbang 

Mengingat 

DAN SARANA UMUM LA.INNY A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG:MAHA ESA 

BUPATI KARANGA.NYAR, 

a. balnva. dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keikut.­
sertaan masyarakat termasuk swasta dalam berbagai upaya 
kesehatan makin meningkat, karena disadari ·bahwa 
kesehatan mempakan tanggung jawab dan kewajiban setiap 
orang; 

b. bahwa salah satu peran se1ta masyarakat atau swasta dalam 
pembangunan kesehatan yaitu dalam penyelenggaraan 
pc]ayanan kcsehatan, berupa sarana ke,-,ehatan swasta yang 
9engaturan dan kcwcnangannya scbagi.m diserahka,n 
kepacla daerah; 

c. bahwa untuk dapat melaksanakan pemberian izin clan 
pengaw,isan terhadnp penyeltmggaraan sar~na kesehatan_ 
swasta di Kabupaten Karanganyar, rnaka perlu diatur dan 
· ditetapkan dcngan Peratu:an Da<?rah . . 

1. 

2. 

3. 

4. 

Undang-unctang Nomor 
Pembentukan Daerah -

13 Talnm 1950 tentang 
daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaga Negara Rtpublik Indonesia Tahw1 1992 Nomor . 
100, Tambahan Lemb~ran Negara Rcpublik Indonesia · 
Nomor 3495); 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tenta.ng Paja:-: 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Neg;,ra Repuhlik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembarari 
Negara Republik Indonea~1 Nomor 3685), sebagaimana 
telah diubah dengan Onclang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Pernbahan Atas Undang-undang Nomor 
18 Talum 1997 tentang Pajak Dacrah <fan Retribusi• Daer ah. 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Ta.11un 2000 Nomor 
246: Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesi.1 
Nomor 4048); 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negafa 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

tentang 
Republik 

Lembaran 
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.. 

4. Undang-unCWig Nomor 22 Tahu~ 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoneftia Tahun 1999 Nomor 60, Tambarum Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

5. Peraturan Pemerintah. Nomor 66 tahun 2001 tenumg 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lemb&an Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan clan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 1ndonesi.a N9mor 
i 13/MENKES/PER/IV /19'"/9 tentang Penyelenggaraan 
OPTil<; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
572/I\1ENKES/PER/VI/1996, tentang Registrasi dan 
Praktek Bidan; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Numor 
916/MENKES/PERNill/1997 tentang Izin Praktek bagi 
Tenaga Medis; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
922JSK/.MENKES/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pemberian Izin Apotik; : 

'· 11. Keputusan Menteri D.:ilam Nf"geri Nomor 174 Tahun f997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungu(an Retribusi Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Nt:geri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tafa Cara Pemungutan Ret:ribusi Daerah; 

13. Keputusan Menterl Kesehatau Republik Indonesia 
Nomor 1189AftvfENK.ES/SK/X/1999 tentang Wewenang 
Penetapa11 Izin di Bidang Kesehatan; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan clan Kcnejahteraan 
Sosial Republik lndonesia Nomor 1'/47iMENKES­
KESOS/SKIXII/2000 tent111g Pedoman Penetapa,n 
Stamlar Pelayanan Miniinal dalam Bidang Kesehatan di 
Kabupaten/Kota; 

15. Keputusan M{.nteri Kesehatan Republik lnd9nesia Nomor . 
64 IMENKESISK!N/2000 tentang Registrasi clan Praktek 
Keperawatan; 

16. PeratW'an Daerah Kabupaten . Daerah Tingk~t. II 
Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat IT Karanganyar ( Lembara11 
Dacrah Kabupaten Da.erah Tingkat II Karanganyar Tahun 
1990 Nomor 49). · 



Dengan Persetuj uan 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHK.ABTJPATENKARANGANYAA 

Menetapkan 

ME~fl.JTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TENTANG RETRIBUSI JZ!N PENYELENGGARAAN 
SAR.ANA KESEHATAN S\VASTA DAN SAR.ANA UMUM 
LAINNYA 

RABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daeral1 ini yang dirnaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupate1.1 Karanganyar; 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 
Otonorn yang lain sebagai ba<lan Eksekut.ifDaerah; 

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karanganyar; 

e. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
penyelenggaraan upaya kesehatan; 

f. Sarana Pelayan.an Kesehatan Dasar adalah tempat pelayanan 
kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat 
yang dilakllanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter 
umum atau dokter gigi; 

g. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah tempat 
pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam 
masyarakat yang difaksanakan oleh dokter spesialis atau 
dokter gigi spesialis atau kelompok dokt~r spesialis, Klini.k, 
Klinik fisioterapi dan Laboratorium:; 

h. Tenaga Ke8ehat.an adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki pe:ngetahuan dan atau 
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jenis 
teitentu mernerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan; 

1. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang cliberikan olch 
Departemen Kesehatan kepada tenaga medis clan paramedis 
yang telah mendaftarkan diri (regristrasi) sesuai dengan 
ketentuan peraturan pcnu1dang-undangan yang berlaku; 

j. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah . 
bukti tertulis yang diber:ikan kepacLl tenaga medis.. .• clan 
paramedis yang menjalankan praktek setelah memenuhi 
persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk 
melakukan pelayanan ke!!ehatan sesuai dengan profesinya; . 
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k. Surat Izin Ke1ja yang selanjutnya clisingkat SIK. adalah bukti tertulis yang diberikan 
oleh Dina3 Kesehatan kepada paramedis yang mempunyai keahlian · di bidang 
pelayanan k~:sehatan untuk menjalankan prakter. sesu.ai dengan profe~:inya. pada sarana 
kesehatan · · · · · · • 

' 
1. Praktek perorangan ad3lah peny~lenggaraan pebyanan keseb.atm oleh seorang dokter 

umum, dokt~r spesi.ilis, dokter gigi, dokter gigi spc::iialis, bidan dan pera,:vat, dengan 
atau tanpa m~nggunakan penwuang media; . 

m. Praktek bi;rsama atau berkelompok adalah penyeknggaraan pe!ayanan kesehatan 
secara bersama atau berkelompok olch dokter umum, ,lokter gigi) dokter spesialis atau 
dokter gigi spesialis , dengan atau tmpa menggun.akan per.unjang ml!dis; 

n. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar 
dan sp~sialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan 
perawatan s.;cara rawat jalan dan rawat inap; 

o. Rwnah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan peiayanan kebiclanan bagi 
wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga 
Berencana serta perawatan bayi ham lahir; 

p. Balai Pengobatan adalah tempat yang membcrikan pelayanan medik <fasar secara 
rawat j;alan; 

q, Perizinan Te1tentu adalah kegiatan t~1tenh1 Pem~rintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang ,dan atau badan m·aha yang dimakimdkan Untuk 
pembinaan, pengaturan, penge:ndalian dan p1mgawasan atas kegiatm, pemanfaatan 
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran.a, fasilitas tertentu, 
guna melindungi ke.pentingan umum dan menjaga kelestariar1 lingkungan; 

r. Retribusi Izin Pcnyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum 'I:,ainnya 
yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungut.)tl dacrah sebagai pembayaran aias 
penyelenggai:aan sarana kesehatan swasta dan pengawa3an sarana kesehatan umum 
lainnya yang <liberikan oleh pemerintah daerah; 

s. Surat Ketetapan Rel:ribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SK.RD ad1lah surat 
Kepu1usan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang; 

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya diiiingkat STRD adalah s,lrat untuk 
mela.kukan tc\gihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bw1ga dan atau 
denda; 

u. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA 
DAN SARAN UMUM LAINNY A 

Pasal 2 

(I) Penyelenggaraan Sarana kesehatan swasta meliputi: 

a. Sarnna Pelayanan Kesehatan Dasar, terdiri dari : 

1. Pr:.dctek perorangan dokter umwn; 
2. Praktek perorangan dokter gigi; 
3. Praktek bersama dokter umum; 
4. Pr,tktek bersama doktcr gigi; 
5. Praktek biclan; 
6. Balai pengobatan; 
7. Rumah Bersalin; 



8. KJinik Fisio Terapi; 
9. Pral:tek pengobatan tradisional; 

10. Sarana pelayanar, kesehatan dasar lainnya sesuai perkembangan. 

b. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdiri dari : 
. . .. . . . 

1. Praktek perorangan dokter spesialiB; 
2. Praktek pe:rorangan dokter gigi spesialis; 
3. Prakte:k bersama dokter spegialis; __ 
4. Praktek bersama doktc.:r gigi spesialis; 
5. Runuh Sakit; 
6. Sarana pelayanan kesehatan rujukan lainnya sesuai pcrkembangan. 

c. Sarana keschatan sw"sta lainnya, terdiri dari : 

1. Sara.rut pendidikan. cfan latihan tenaga kesehatan; 
2. Laboratorium Kesehatan; 
3. Apotik; 
4. Toko obat; 
5. Depotjamu; 
6. Optik; 
7. Uaaha Pelayanan Ambulan dan evakuasi pasi~n; 
8. Usaha pemulasaraan jena:zah; 
9. Usaha Khitan; 

10. Pusat kebugaranjasmani; 
11. Jasa boga; 
12. Salon; 
13. Usaha-usaha lain sesuai dengan perkembangan. 

(2) Sarana Umum lainnya yang diawasi clan wajib mendapatkan Rekomendasi Laik Sehat 
dari Dinas Kesehatan. 

a. Usaha Kepariwisataan: 
1. Taman Rekreasi; 
2. Klab malam, diskotik, bar; 
3. Panli mandi uap; 
4. Cottage; 
5. Pondok wisata; 
6. Kawasan Pariwisata; 
7. Restman; 
8. Rumah,Makan; 
9. Rwnah rmkan pancingan; 
10. Hotel berbintang; 
11. Hotel melati; 
12. Pem.andian Umum; 
13. Bioskop; 
14. Cafe; 
15. Panti pijat. 

b. Usaha Perdagangan : 
Pusat perbelanjaan. 

c. Usaha Industri : 
1. Industri makanan minuman; 
2. Inclustri Rumah Tangga makanan minuman; 
3. Industri Obat; 
4. Jndustri Pesti~.,da; 
5. Industri obat Tradisional; 
6. Industri kecil obat Tradisional. 
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d. Usaha Olah Raga : 
1. Kolam Renang. 

e. Usaha Pestisida : 
1. Pest C0ntr~l; . . 
2. Penyalur Pestisida. 

BAB III 

. PERIZJNAN 

Pasal 3 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan swasta clan 
sarma umum lainnya harus mendapatkan iziri dari Bupati. 

(2) Izin sebagai.mana di.mak,md ayat (1) Pnsal ini setiap 5 (lima) tahun wajib melakukan 
daftar ulang. 

(3) Izin yang cliberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh 
dipindah.tangankan. 

Pasal 4 

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana di.maksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon 
harus mengajukan pcnnohonan terlulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Tata cara dan pcrsyaratan pemberian izin ditetapkan lebih laajut oleh Bupati. 

BABIV 

NAMA., OBJEK DAN SUB.JEK RETRIBUSI 

PasaR 5 

Dengan nama r<.;tribusi izin penyelenggaraan sa.rana keschatan :Jwasta clan sarana umum 
lainnya, dipungut pembayaran atas penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan 
pengawasan kesehat.m sarana umum lainnya di dacrah. 

Pasal 6 

Objek retrihusi adafah, setfap kegiatan penyelenru,,araan sarau,1 kesehatan swasta dan sarana 
wnum lainnya. 

Pasal 7 

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau b&dan yang memperoleh izin 
penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya. -· • 

(2) Wajib retribusi adalah orang ptibadi atau badan yang hertangguug jawab atas 
pembayaran retribusi ii.in penyelenggaraan sarana kes~hat.an swasta clan sarana umum 
lainnya. 

------ - -----
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BABV 

GOLONGAN RETRIBUSI 

PasaJ 8 

Retribusi sebagaimana. dimaksud dalatn Pasal 5 Peraturan Daerah ini termasuk 1 golonga.n 
Retribusi Perizinan Tertcntu. 

BAB VI . 

CARA 1\1:ENGUKUR TINGK/.\.T PENGGUNAAN JASA 

PasaJ 9 

Tingkat penggunaanjasa r~tdbusi diukur berdasarkanjumfa.h / jenis bahan, tindakan, 
penerbitan, invest,gasi, pembinaan / visitasi clan waktu p~berian pelayanan. 

BAB VII 

PRINSJP PENETAP AN, S1RUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBlJSf . 

PasaJ 10 

Prinsip penetapan t'1rif retribusi adalah untnk memperoleh pendapatan dengan 
mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasau clan peng~dalian. 

Pasal 11 

(1) Struktur clan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

NO NAMA SARANA PELAYANAN KESEHATAN BESARNYA BIAYA 

SWASTA RETRIBUSI ( Rp ) ., . 

-
1 2 3 

A. SARANA PELA YANAN KESEHATAN DASAR : 
1 Praktek perorangan dokter umum 200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah) 
2 Praki:ek perorangan dokter gigi 200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah) 
3 Praktek be:-sama dol<ter umum 500.000,- {Hrna ratus ribu 

rupiah) 
4 Praktek bersarna dokter gigi 500,000,- (lima ratus ribu 

rnpiah) 
5 Praktel< Bidan 100.000,- (seratus ribu 

rupiah) 
6 Balai Pcngobatan 300.000,- (tiga ratus ribu 

rupiah) 
-· . 

7 Ruma~l Bersalin 300.000,- (tiga ratus · ribu . 
rupiah) 

8 Klinik Fisioterapis 300.000,- (tigaratus ribu · 
rupiah) 

9 Praktek Perawat 100,000,- (seratus ribu 
rupiah) 

10 Apoteker Pengelola Apotik 200.000, ·. (dua mtus ribu 
ruQiah} 

Paraf+ 
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11 lzin Kerja Apoteker 100.000,· (seratus ribu \ 
rLtpiah) . 

12 lzin Kerja Asisten. Apoteker 50.000,- (lima puluh ribu \ 
rupiah) •, 

13 lzin Kerja F-erawat 50.000,- (lima puluh. ribu 

14 lzin Kerja Perawat Gigi 50.000, .. 
rupiah) 
(lima puluh ribu 
rupiah) 

15 lzin Kerja Fisio!erapis 50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah) 

16 lzin Kerja Refraksionis Optision 50.000,- (lima puluh ribu 

17 lzin Kerja Tehniker Gigi 50.000,-
rupiah) 
(lima puluh ribu 
rupiah) 

B SARANA PELAY~.NAN KESEHATAN 
RUJUKAN 

1 Praktek perorangon dokter spesialis; 300.000,- (tiga ratus ribu 

2 Praktek perorangan dokter gigi spesiaiis; 
rupiah) 

300.000,- (t:ga ratus ribu 
rupiah) 

3 Praktek bersama dokter spesialis; 600.000,- (enam ratus ribu 

4 Praktek bersarna dokter gigi spesialis; 
rupiah) 

600.000,- (enam ratus ribu 
rupiah) 

5 Rumah Sal(it 1.000.000,- (satu juta 
rupiah) 

C SARANA KESEHATAN SWASTA LAINNYA 
1 Sarana Pendidikan dan latihan tenaga 250.000,- (dua ratus lima 

kesehatan puluh ribu 
rupiah) 

2 Usaha. Laboratorium Kesehatan 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) 

3 Usaha Toko Obat 150.000,- (seratus lima 
puluh ribu 
rupiah) 

4 Usaha Apotik 500.000,- (lima puluh ribu 

5 Usaha Pelayanan Ambulance dan evakuasi 100.000,-
rupial1) 
(seratus ribu 

pasien rupiah) 
6 Usaha pemula~araan jenasah 50.000,- (llma puluh ribu 

rupiah) 
7 Usaha Khitan 100.000, - (seratus ribu 

rupiah) · 
' -

8 Depot jarnu 50.000,- (lima pt!Jluh ribu 
rupiah)' 

9 Pengobatan Trndis!onal 50.000,- (lima puluh ritu 
rupiah) 

10 Pusat Kebugaran Jasmani 100.000,- (seratus ribu 

11 Jasa Boga 50.000,-
rupiah) 
(lima puluh ribu 
rupiah) 

12 Salon 100.000,- (saratus ribu 

13 Optik 100.000,-
ruplah) 
(seratus ribu 
rupiah) 



D SARANA UMUM LAINNYA YANG DIAWAS! 
DAN VV.A.Jl8 MENDAPATKAN REKOMENDASI 
LA!K SEHAT: 

1. Usaha Kepariwisataan : 
a Taman ~ekreasi. 

b Kelab malam,diskotik, bar 

c Panti ma:idi uap 

d Cottage 

e Ponciok wisata 

f Kawasan pariwisata 

g Restoran 

h Rumali maka~ 

Rumah makan pancingan 

Hotel berbintang 

k Hotel melati 

Pemandian urnum 

m Bioskop 

o Panti pijat 

2. Usaha Perdagangan 
Pusat Perb.etanjaan 

3. Usaha lndustri 
a lndustri makanan minuman 

b lndustri Rumah Tangga makanan minuman 

c lndustri Obat 

d lndustri Pestisida 

e lndustri Obat Tradisional 

f lndustri kecil Obat Tradisional 

4. Usaha Olah Raga 
Kolam Renang 

200.000,- (dua ratus · fibu 
rupiah) 

200.000,- (dua ratus ribul 1 

rupiah) 
100.000,- (seratus ribu 

ru,:,iah) 
·t00.000,- (seratus ribu 

rupiah) 
100.000,- (seratus ribu 

ru;:>lah) 
200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah) 
100.000,- (seratus ribu 

rupiah) 
50.000,- (lima puluh ribu 

rupiah) 
100.000,- (seratus ribu 

rupiah) 
250.000,- (dua ratus lima 

puluh ribu 
rupiah) 

100.000,- (seratus ribu 
rupiah) 

100.000,- (seratus ribL,J 
rupiah) 

100.000,- (seratus ribu 
rupiah) 

50.00G,- (lima puluh ribu 
rupiah) 

50.000,- (lima. puluh ribu 
rupiah) 

200.000,- (duaratus ribu 
rupiah) 

250.000,- (duaratus 
limapuluh ribu 
rupiah) 

100.000,- (seratus ribu 
rupiah) 

250.000,- (duaratus 
limupuluh ribu 
rqplah) 

250.000,- {duaratus 
limapuluh -· rlbu 
rupiah) 

100.000, .. (seratus ribu 
ruplall) 

50.000,- (lima pu/uh ribu 
rupiah) 

100.000,- (seratus ribu 
rupiah) 



' 

5. Usaha Pestisida 
a Pest Control 200.000 1- · (duaratus ribu 

rupiah) 
200.000,- (duaratus ribu 

rupiah) 

(2) Besarnya tarip retribusi untuk dattar ulang ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) 
dari biaya perijinan sebagaimana dimaksu.d ayat (1) Pasal ini 

BAB VIII 

WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasnl 12 

Retiibusi terutang dipungut di Wilayah Daerah. 

BABIX 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 13 

; 
1
. Saat retribusi te:rutang adalah pada saat ditetapkannya SKPJJ a.tau dokumen lain yang 

., \,dipersamakan. 

I 
Ii' .I 

/1 
; i 
. './ 

BABX 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 14 

/\ (1), Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

/ i (2) Retribusi dipungut dengan menggunak.an SKRD atau dokumen lain -yang 
i 

I 
Ii 
)' 

i/ 
!\ 
I' I 
i 
:, 

/' dipersamc1kan. 
I 
I 
i 
i 

BABXI 

SANKSI ADMIJ\1.STRASI 

Pasal 15 

Dal~ hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya at.au ku.rang membayar, 
dikehakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua pcrsen ) setiap bulan dari . 
retri~µsi yang temtang atau kurang dibayar dan ditagih dengan m~nggunakrui STRD. -- ' 

BAB XII 

TATA CARAPEMBAYARAN 

Pasal 16 

(~) :P~mbayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. 



(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membori izin kepada. wajib retribusi untuk 
mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan a}asan yang dapa-i: 
clipert:mggwigjawabkan. 

(J) Tata cara pemba~at~1i retribusi scbagaimana dimakflud ayat (2) Pasal ini ditetapkan 
('lleh Bupati. 

Pm,al 17 

(1) Bupa.ti atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkar. Wajib Retribuai untuk menunda 
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
clipertanggung jawab kan. 

(2) Pembayarnn retribu'3i dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai 
waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SK.RD .fabatan dan SKRD 
tambahan atau dokwnen lain yang dipersamakan. 

(3) Dalam hal pembayaran dila.kukan ditempat lain yang ditunjuk ,maka hasil penerimaan 
retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua 
puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukau oleh Bupati. 

(4) Apabila pembayarau retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksnd ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi ad.ministrasi berupa 
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) dengan menerbitkan STRD. 

Pas.al 18 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Da.erah ini diberikan 
tanda bukti pembayaran. 

(2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran n:tribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

BAB XIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 19 

(1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 ( tujuh ) 
hari sejakjatuil tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari set~lah tanggal surat teguran atau peringatan \\ ajib 
retribusi hams melunasi Retribusi yang terutang; 

(3) Surat teguran atau pcringatan scbagrumana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditctapkan oleh 
Bupati. 

BAB XIV 

TATA CARA PENGURANGAl~, KERINGANAN DAN 
PEMBI~BASAN RE1RIBUSI 

Pasal 20 

(1) Bupati dapat memberi.kan pengurangan, keringanan dan pembebasan Rctribusi. 

(2) Tatacara, pcmberian pcngurangan, keringanan dan pembcbasan Rctribusi scbagaimana 
dimaksu,j ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 

Paraf _ _j_ 



BABXV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 21 

(1) Wajib Retribusi, yang tidak melaksanakan ke:wajibannya !:!ehingga memgikan 
keuangan Daerah diancam pidana knrungan pc\Hng lama 6 ( enarn) bulan arau denda 
paling banytlk 4 ( empat) kali jumlah retribu~i yang terutang. 

(2) Tlndak pidana sebagaima.~a dimaksud ayat (1) Pasal mi adalah peianggaran. 

BAB XVI 

PENYIDIKAN 

.Passi 22 

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah cliberi wewenang 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tin.dak pidana di bidang retribusI daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: 

a. menerirna, · mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lapor.fo 
berke1u1an dengan tindak pidana di bidang Rctribtl8i Daerah agar keterangan. atau 

· 1aporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpu]kan keter.mgan mengenai orang pribadi atau . 
badan tentang ke:benaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah tersebut; 

c. meminta keterangan clan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana cli bidang Retribusi; 

d. mewmeriksa buh'llMbuku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
d&t dokumen-dolmmert lain, serta melak-ukan penyitaan terhadap bahan bukti · 
tersebut; · ·· 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidika,.1 tindak 
piclana di bidang Retribusi Daerah ; · 

g. menyuruh berlienti, melarang seseorang meninggalkan rwngan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung da11 memeriksa indentitas orrng dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini; 

h. memotret Beseorang yang berkaitan dengan tindak pidsma rctribusi daerah; 

1. me1!1Z11ggil orang untuk didengar keter,mga:nnya clan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang Rel:ribusi Daerah menurut hukum yang dapa.t diperta..--iggungjawabkan. 

(3) Pcnyidik sebagaiman;1 dimaksud ayat (1) Pasal ;ni memberitahukan dimuiafuya 
penyidiknn tindak pidana, clan menyamprukan hasil penyidikarmya kepada penuntut 
umwn sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acru-a Pidana. 

----



BAB XVII 

· KETENTIJAN PENUTUP 
. . 

Pasal 23 

(1) Dcngan berlakw1ya PeratW'an Daeral1 ini, rnaka ketenv1an yang be1tentangan denf 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menge1 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 24 

Peraturan Daerah ini rnulai berL,ku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratur.i 
Daernh ini d.engan penempatannya dal.arn Lembarnn Daerah Kabupaten Karanganyar. · 

Ditetapkan di Karanganyar . 
pada tanggal l r Juni :200 '"l . . 

NGANYAR 

.. , , . . 'ADJI, S.H. 

"<,'-"~2;r ::::: :i· 

DiW1dan~ i Karanganyar 

al /f JunL.2-cb ~ 

RAH 

LEN1BARAN DAERAH KABUPATEN K.ARANGANY AR 
TAHUN 200 1. NOMOR ll..fj SERI t:. [t) 



PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAl~GANY AR 

. . .. . .. .. NOM:OR I~ T AI-WN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI IZTI~ PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN S\-VASTA 
DAN SARANA lThfiJl\1 LAINNY A 

I. PENJELASA.N Ul\1UM 

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
memberikan kewenangan yang 1uas, nyata dan bertanggung jawab k,~pada Daerah 
sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mtngatur clan melaksanakan 
kewenangan.nya atas prakarsa sertdiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat 
clan potensi setiap Daerah. Salah satu kewenangan yang diseral1kan kepada Daerah, 
dalam hal ini Kabupatcn/Kota adalah keweuangan di bidang Kes1;hatan. 

Da\am lampiran keputusan Menteri Kesehatan clan Kesejahtera.an Sosial 
Republik Indonesia Nomor l 74711viENKES/KESOS/SK/XII/2000 tentang Pedoman 
Penetapan Star1dar Pelayanan minimal dalam bidan.g kcsehatan dikemuk~l(an balnva 
mengacu Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107 t'lhut1 2000, kewenangan 
minimal yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten clan Daerah Kata dalam 
bidang kesehatan meliputi antara lain beberapa perizi.nan sarana kesehatan swasta skala 
Kabupaten/Kota. 

Peraturan Da~rah ini disusun disamping tmtuk meletakkan landasan hukum 
bagi Bupati dalarn memberikan pedoman perizinan dan pembinaan sarana kesehatan 
swasta, juga memberikan kewenangan kepada perangkat daerah umuk melakukan 
pengawasan pungutan retribusi terhadap periyelenggaraan sarana kesehatan swasta 
swasta dan sarana umum lainnya yang diawasi oleh Dmas · Kesehatan, yang pada 
akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli dacrah dalam rangka­
menangg'Jng pernbiayaan pembangunan sesuai dengau semangat otonomi dacrah. 

II. PENJELASAN PAS.AL DEMI PASAL 

Pa.sal l huruf a 
hurufb 
hw.1.if C 
huruf d 
hutuf e 
hwuff 
hllluf g 

hurufh 
hut'ufi 

Cukup jelaa 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
CukupjelM 
CukQp jelas . 
- yang dimaksud tenaga keJelutan adalah tenaga rp.edis dan 

paramedis. 
- Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, 

dokter gigi spesialis lulusm pendid1kan kedokteran atau 
kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui 
oleh Pemerint"11 Republik Indonesia. -· • 

- Tenaga Paramedis adalah perawat, bidan, perawat gig~ 
Apoteker, .Asisten Apoteker dan fisioterapi. 

Cukupjelas 
- yang dimaksud Surat Izin Praktek (SIP) adalah SIP (Surat Izin 

Praktek) untu.k dokter, untuk Pcrawat disebut SIPP (Surat 
Izin Praktek Perawat)1 untuk Bidan disebut SIPB (Surat lzin 
Praktek Bidan) 

- yang dimaksud pengakuan sesuai profesi merupakan 
rekomendasi dari organfaasi profesi. 



•• 

Pasal 2 

Pasal 3 
Pasal 4 
Pasal 5 
Pasal 6 
Pasal 7 
Pasal 8 
Pasal 9 
Pasal 10 
Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 1:5 
Pasal 16 
Pasal 17 

Pasal 18 
Fasal 29 
Pasal 20 
Pasal 21 
Pi.sal 22 
Pasal 23 
Pasal 24 

huruf j : Yang climaksud tenaga lainuya adalah teh.niker gig1 dan 
rcfraksionis optision 

huruf k : Cukup jelas 
hwuf.l. · : • Cukup jelas 
huruf m Culrup jelas 
huruf n yang dimaksud Rumah Bersalin adalah: 

huruf o 
hurufp 
huruf q 
huruf r 
huruf s 
huruf a 

hurufb 
hurufc 

huruf d 

ayat (.l) 
ayat (2) 

ayat (3) 
ayat (4) 

Rumah Bersalin yang rnemiliki · 3 sarnpai 10 ternpat tidur 
dengan ketentuan harus ada dokter penanggung jawab clan 
dokter SPOG (sebagai konsultan) sc:rt~ mempekeijakan 
minimal 2 orang bidan yang mernpunyai Sff1B; 

- . Rurnah Bersalin yang memiliki 11 sampai 20 ternpat tidur 
dengan ketemuan harns ada dokter penanggung jawab dan 
dokter SPOG dan dokter SP A (sebagai konsultan) serta 
rnempekerjakan minimal 3 orang bidan yang mempunyai 
SIPB. 

Cukupjelas 
Cukupjelas 
Cukup jelas 
Cukupjelas 
Cukupjclas 
yang termasuk Pengobatan. tratlisional adalah akupuntw:, patah 
tulang, rusuk jari, tabib, sinse, pijat tcfleksi, clan pcngobatan 
tradisional lainnya sesuai perkembangan. 
Cuk-up jelas. 
Yang dirrulksud pusat kebugaran jasmani adafah ~arana olah 
raga yang memiliki ruang, peralat:an dan instruktur 
sarana um.um lain,nya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan d.an 
wajib mendapatkan rekomendasi laik sehat, ijin opc-rasionalnya 
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang. 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
Cukupj~las 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
Cukup jelas 
Cukupjelas 
Cukup jelas 
Cukupjefas 
Cukupjelas 
Cukup jelas 
Cukupjel~ 
Cukupjelas 
Cukupjclas 
Cukupjelas 
yang dimaksud dengan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan adalah kuitansi, sertifikat. 

· Cukup jelas 
CuJmpjelas 
Cukupjelas 

· Cukup jelas 
Cukupjelas 
Cukup jelas 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
Cukup jelas 

'n . ("' f 


